lingkup hukum perdata. Sehingga perjanjian yang dibuat dalam rangka perjanjian

nominee tidak langsung mengikat para pihak yakni nominee dan pemilik manfaat.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
1. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip
Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana
Pendanaan Terorisme tidak bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 karena Peraturan Presiden Nomor
13 tahun 2018 telah memenuhi syarat formal maupun material dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan.. Pemenuhan syarat formal
tersebut tertuang dalam proses pembentukan Peraturan Presiden Nomor 13
Tahun 2018 yang telah melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan
atau diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, dimana rancangan peraturan presidennya dibuat

oleh pemrakarsa yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
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(PPATK) melalui pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar
non kementerian, yang kemudian melalui proses pengharmosinan,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan presiden yang
dikoordinasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia
dengan melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya untuk syarat material telah
terpenuhi, pertama dari isi atau muatan Peraturan Presiden No 13 tahun
2018 yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2007 tentang Penanaman Modal, karena pemberlakuan Peraturan Presiden
Nomor 13 tahun 2018 dimaksudkan untuk mengatur suatu perbuatan yang
pada prinsipnya merupakan perjanjian nominee yang dalam pengaturannya
tidak dapat dijangkau dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 dimaksudkan untuk
mencegah agar tidak terjadi tindak pidana pencucian uang dan tindak
pidana pendanaan terorisme pada ruang lingkup hukum pidana dan bukan
ruang lingkup hukum perdata. Kedua, penerbitan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2007 dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki hak
dalam mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan yakni lembaga
eksekutif yang dilaksanakan oleh Presiden, dimana Presiden memiliki

kewenangan membuat Peraturan Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 1
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angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

Mengenai akibat hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian
Nominee dalam pendirian perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas
yang menafaatkan fasilitas yang diberikan dalam Undang-undang
Penanaman Modal, perjanjian nominee dibagi menjadi dua yakni
perjanjian nominee langsung dan perjanjian nominee tidak langsung.
Perjanjian nominee langsung yang dibuat antara beneficiary dan nominee
dianggap batal demi hukum. Sehingga tidak ada hubungan hukum antara
para pihak. Sedangkan pada perjanjian nominee tidak langsung, walaupun
secara normatif dianggap batal demi hukum, akan tetapi perjanjian-
perjanjian yang dibuat dalam rangka perjanjian nominee tidak langsung
diakui secara hukum karena biasanya dibuat dengan akta notaris.
Sehingga, perjanjian nominee tidak langsung dalam Perseroan Terbatas
atas pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tidak serta
merta batal demi hukum. Dalam perjanjian nominee tidak langsung harus
dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan apakah perjanjian-perjanjian
tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian untuk dapat
menentukan apakah perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum ataukah tidak. Artinya bila beneficiary ingin menuntut haknya

kepada nominee harus melalui pengadilan dan sebaliknya. Karena masih
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terdapat hubungan hukum antara keduanya berdasarkan perjanjian-

perjanjian yang dibuat diakui secara hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis dalam bab sebelumnya mengenai berlakunya
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 yang terkait dengan perjanjian
nominee, maka dapat diberikan beberapa saran untuk perbaikan hukum ke
depan sebagai berikut.

1. Harus ada harmonisasi aturan hukum yang mengatur mengenai perjanjian
nominee, Khususnya mengenai perjanjian nominee tidak langsung yang
dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

2. Pengertian mengenai perjanjian nominee yang terdapat dalam Pasal 33
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 seharusnya diperluas,
sehingga dapat mencakup perjanjian nominee langsung maupun tidak
langsung.

3. Mengoptimalkan peran pengadilan dalam penemuan hukum khususnya

permasalahan yang terkait dengan perjanjian-perjanjian yang termasuk
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dalam perjanjian nominee tidak langsung, sehingga putusannya dapat
dijadikan dasar dalam memberikan putusan berikutnya dan dapat menekan

penyelundupan hukum.
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